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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan 
dengan Peraturan W alikota; 

b. bahwa dalam rangka pengelolaan Bantuan Keuangan 
agar tercipta tertib administrasi kepada partai politik dan 
mendorong peran aktif partai politik untuk turut serta 
dalam penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 
2019 melalui pelaksanaan pendidikan politik kepada 
anggota partai politik dan masyarakat, perlu penyesuaian 
terhadap tata cara penghitungan, penganggaran dalam 
anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib 
administrasi pengajuan, penyaluran serta laporan 
pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan 
partai politik; 

: a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tanggal 30 
Desember 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik perlu ditindak lanjuti oleh 
Pemerintah Kota Tanjungbalai; 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Kepada Keuangan Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3361); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5189); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

Mengingat 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan 
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan,Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan 
Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan 
Keuangan Partai Politik; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 
tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Negara 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6177); 



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai; 
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
termasuk juga didalamnya lnstansi Vertikal dan Organisasi Semi 
Pemerintah; 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah di Daerah; 

4. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah di luar Pemerintah 
Kota Tanjungbalai; 

5. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai; 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai; 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai; 
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban di daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerah; 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 
2017 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 

14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota 
Tanjungbalai; 

13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 



Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: 
Tata cara penghitungan, penganggaran dan tertib administrasi pengajuan, 
penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan 
partai politik; 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan pengelolaan APBD; 

11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/barang; 

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 
kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggota 
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai 
dengan kebutuhan; 

13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD 
adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian 
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah; 

14. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, 
kegiatan dan anggaran OPD; 

15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA OPD sebelum disepakati dengan DPRD; 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA­ 
PPKD meru pakan dokumen pelaksanaan anggaran bad an/ dinas/biro 
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah 

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA­ 
OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 
OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran; 

19. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara 
proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah 
perolehan suara; 



( 1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya 
dalam APBD Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
(b) dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada partai 
politik; 

Bagian Ked ua 
Penganggaran 

Pasa16 

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik APBD Kota 
Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut: 
a. Besamya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan 

kursi di DPRD Kota Tanjungbalai yang bersumber dari APBD Kota 
Tanjungbalai adalah jumlah bantuan APBD Kota Tanjungbalai tahun 
anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu 
DPRD Kota Tanjungbalai periode sebelumnya berdasarkan penghitungan 
suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai; 

b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kota 
Tanjungbalai setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan 
suara hasil pemilu periode sebelumnya dikalikan dengan nilai bantuan 
persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kota Tanjungbalai setiap tahun 
kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil 
pemilu periode sebelumnya dikalikan dengan nilai bantuan persuara 
sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

Pasal 5 

( 1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada 
jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD. 

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh 
Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai. 

Pasal 4 

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh 
Pemerintah Daerah setiap tahunnya. 

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah Partai Politik yang 
mendapatkan kursi di DPRD Kota Tanjungbalai. 

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara 
proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. 

BAB III 
BANTUAN KEUANGAN 

Bagian Pertama 
Pemberian Bantuan Keuangan 

Pasal 3 



(1) Pengurus partai politik tingkat Kota Tanjungbalai mengajukan surat 
permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 
oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop 
surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan 
administrasi beru pa : 
a. Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan 

DPC partai politik tingkat Kota Tanjungbalai atau sebutan lainnya yang 
dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik 
atau sebutan lainnya; 

b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; 
c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan 

suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kota Tanjungbalai yang 
dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota 
Tanjungbalai; 

d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan 
pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; 

e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik 
diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota 
partai politik dan masyarakat; 

f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang 
bersumber dari APBD kota tahun anggaran sebelumnya yang telah 
diperiksa oleh BPK; 

g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut 
sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan 
yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat 
Kota atau sebutan lainnya diatas materai cukup dengan menggunakan 
Kop surat partai politik; dan 

h. Surat pernyataan ketua/pengurus partai politik yang menyatakan 
bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran 
bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan 
perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar 
yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas 
materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik. 

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 
dalam rangkap 2 (dua); 

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya 
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai; 

(5) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan 
pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari 
APBD tidak dapat diberikan. 

Pasal 7 

(2) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD 
Kota Tanjungbalai dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Kota 
Tanjungbalai; 

(3) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik 
memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 



(1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang 
kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. 

Bagian Kelima 
Penggunaan Bantuan Keuangan 

Pasal 11 

(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat 
kota Tanjungbalai dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kota Tanjungbalai atas persetujuan Walikota. 

(2) Ketua atau partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan 
keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai. 

Bagian Keempat 
Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

Pasal 10 

(1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan 
partai politik dibuat dalam berita acara. 

(2) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan 
keuangan partai politik tingkat Kota Tanjungbalai disampaikan oleh tim 
verifikasi tingkat Kota kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan 
persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik 
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Pasal 9 

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 
dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan 
Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kota Tanjungbalai. 

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai. 

(3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
Komisi Pemilihan Umum Kota dan unsur Sekretariat Daerah Kota 
Tanjungbalai. 

(4) Pembentukan Tim Verfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Bagian Ketiga 
Verifikasi kelengkapan Administrasi Partai Politik 

Pasal 8 



(1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara; 
b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masayarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 
c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter 

bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 
(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkaitan dengan 

kegiatan: 
a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bemegara yaitu 

Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan 
Repu blik Indonesia; 

b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia 
dalam membangun etika dan budaya politik; dan 

c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. 
(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender 
untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila. 

Pasal 13 

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
berkaitan dengan: 
a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 
b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 
c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa 

dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; 
(2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan 

dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai 
dengan Pancasila. 

Pasal 12 

(2) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk 
melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan 
masyarakat; 

(3) Kegiatan pendidikan politik dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan 
protokol kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019; 

(4) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pendidikan politik. 



(1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 berkaitan dengan: 
a. administrasi umum; 
b. berlangganan daya dan jasa; 
c. pemeliharaan data dan arsip; dan 
d. pemeliharaan peralatan kantor. 

(2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan 
administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: 
a. Keperluan alat tulis kantor; 
b. Rapat internal sekretariat; 
c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai 

politik; 
d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional secretariat; 
e. Pengadaan barang inventaris berupa furniture, computer, atau mesin 

fotokopi; 
f. Sewa kan tor; 
g. Honor tenaga administrasi sekretariat pertai politik yang berkompeten di 

bidang pengelolaan keuangan; dan 
h. Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai 

politik. 
(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan 

berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hufuf b, 
berupa: 
a. Telepon, internet, dan listrik; 
b. Air minum secretariat; 
c. J asa pos dan giro; 
d. Surat menyurat; dan/ atau 
e. Media cetak dan elektronik 

Pasal 16 

( 1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat 
berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protocol kesehatan penanganan 
pandemi Corona Virus Disease 2019. 

(2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas 
sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019. 

Pasal 15 

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
antara lain berupa: 
a. Seminar; 
b. Lokakarya; 
c. Dialog interaktif; 
d. Serasehan; dan 
e. Workshop. 

Pasal 14 



Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan 
dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara 
berkala setiap tahun kepada pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

Pasal20 

( 1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan 
pengeluaran atas dana bantuan keuangan. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai 

politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol 
perkegiatan; dan 

b. Barang inventaris/modal (fisik), Barang persediaan pakai habis dan 
pengadaan penggunaan jasa. 

c. Bukti setoran pajak baik berupa pajak honor maupun pajak restoran 

Pasal 19 

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan 
dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. 

Bagian Keenam 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 

Pasal 18 

(1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai 
politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf h, paling 
sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan; 

(2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahaan 
Corona Virus Disease 2019 yang meliputi masker, sabun cuci tangan, hand 
sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, 
dan/ atau penyemprotan disinfektan. 

Pasal 17 

(4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan 
pemiliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
berupa: 
a. Penyimpanan data elektronik; dan/ atau 
b. Penyimpan data manual. 

(5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan 
pemiliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d, berupa: 
a. Pemeliharaan peralatan elektronik secretariat; dan/ atau 
b. Pemiliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat. 



(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih 
lanjut oleh Walikota. 

(2) Ketentuan mengenai penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik 
sebagai upaya pencegahan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) berlaku sampai berakhirnya masa status 
keadaan darurat bencana non alam Corona Virus Disease 201 9 yang 
ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah. 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal26 

Dalam hal terjadi dualisme kepengurusan partai politik, pemberian bantuan 
keuangan ditunda sampai dengan adanya penyelesaian secara internal oleh 
partai politik. 

Bagian Ketujuh 
Dualisme Kepengurusan Partai Politik 

Pasal 25 

Format rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik, surat 
pernyataan, berita acara hasil verifikasi, berita acara serah terima, rekapitulasi 
realisasi penerimaan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 
9, Pasal 10, Pasal 19 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Pera tu ran W alikota ini. 

Pasal24 

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
20 dikenai sanksi administratif berupa penghentian pemberian bantuan 
keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai dengan diterimanya 
laporan pertanggungjawaban oleh Walikota. 

Pasal23 

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terbuka 
untuk diketahui masyarakat. 

Pasal 22 

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lain kepada Walikota. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

Pasal 21 
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BABV 
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Pasal 27 
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( ) ( ) 

BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA 
Mengetahui: 

KETUA UMUM/ KETUA 

JENIS JENIS VOLUME REN CANA 
NO PENGGUNAAN KETERANGAN PENGELUARAN KEG IATAN KEGIATAN (Rp) 
1 2 3 4 5 6 
A PENDIDIKAN 

POLITIK 
Sesuai dengan 
tu gas dan 
fungsi partai 
politik serta 
peraturan 
perundang- 
undangan yang 
mengatur 
mengenai 
pendidikan 
politik 

B OPERASIONAL 
SEKRETARIAT 

c JUMLAH Rp .................... 

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan 
Tahun Anggaran sebagai berikut: 

RENCANA PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 
PER KEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN . 

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI 
POLITIK 

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, 
SURAT PERNYATAAN, SERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN 

ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN, DAN 
REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN 
PARTAI POLITIK PER KEGIATAN 

: PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI 
: I TAHUN 2021 
= lf aAM>•A..i 2021 
: TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN 

DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI 
PENGAJUAN, PENY ALURAN DAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

LAMPI RAN 
NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG 



( ) 

Mengetahui, 
KETUA UMUM/ KETUA 

( ) ( ) 

BENDAHARA SEKRETARIS JENDERAL/ 
SEKRETARIS 

DPP/DPD/ DPC 
PARTAI ..... 

Demikian surat pemyataan ini kami buat untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Dengan ini menyatakan bahwa: 
1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan 

anggaran bantuan keuangan partai politik. 
2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap 
kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun 
Anggaran ..... yang kami sampaikan. 

bendahara 
3. Nama 

Jabatan 
Alamat 

sekretaris jenderal/ sekretaris 

Yang bertanda tangan dibawah ini, 
1. Nama 

Jabatan Ketua umum/ ketua 
Alamat 

2. Nama 
Jabatan 
Alamat 

SURAT PERNYATAAN 

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK ATAU 
SEBUTAN LAINNY A 



1. . Ketua ( ) 
2. . Sekretaris ( ) 
3. . Anggota ( ) 
4. . Anggota ( ) 
5. . Anggota ( ) 
6. . Anggota ( ) 
7. . Anggota ( ) 

TIM VERIFIKASI 
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI 

POLITIK 

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi 
Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah 
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari 
pemerintah daerah yang berdasarkan pada hasil perolehan suara pada 
Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota pada Pemilihan Umum 
Tahun sebanyak suara sah X Rp . 

Pada hari ini tanggal bulan Tahun , Tim 
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor Tahun 
.......... Tanggal , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi 
bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh 
DPP/DPD/DPC . 

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI 
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTU AN KEUANGAN KEPADA PARTAI . 

C. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMNISTRASI 



( ) 

BENDAHARA 

( ) ( ) 

PIHAK PERTAMA 
BUPATI/ WALi KOTA 

PIHAK KEDUA 
DPD/ DPC PARTAI 

KETUA 

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan 
Keuangan Partai Politik Tahun .... Kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten/ 
Kota sejumlah Rp .... ( ... ) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan 
tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening 
Bank DPD /DPC Partai ... Kabupaten/ Kota 

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah 
Membayar (SPM) Giro Bank/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD 
melalui kas umum diterima oleh DPD/ DPC Partai Politik yang bersangkutan. 

Pada hari ini ...... Tanggal.. ... Bulan ..... Tahun ....... Yang bertanda tangan 
dibawah ini : 
1. Bupati/ Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah 
selanjutnya disebut Pihak Pertama. 
2. Ketum dan Bendahara DPD/ DPC Partai.. .. Atau sebutan lainnya 
selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

SERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 
NOMOR: . 

D. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/ DPC PARTAI 
TINGKAT KABUPATEN/ KOTA 



JENIS JENIS VOLUME REALI SA KE TERAN 
NO PENGELUARAN KEG IATAN KEG IATAN SI (Rp) GAN 

1 2 3 4 5 6 
A PENDIDIKAN 

POLITIK 
Sesuaidengan 
tugas dan fungsi 
partai politik serta 
peraturan 
perundang- 
undangan yang 
mengatur 
mengenai 
pendidikan politik. 

B OPERASIONAL 
SEKRETARIAT 
1. Administrasi 

Umum 
a. Keperluaan 

ATK; 
b. Ra pat 

internal 
secretariat; 

c. Perjalanan 
dinas dalam 
rangka 
pelaksanaan 
tuga dan 
fungsi partai 
politik; 

d. Trans pot 
dalam 
rangka 
mendukung 
kegiatan 
operasional 
secretariat; 

e. Pengadaan 
inventaris 
berupa 
peralatan 
kantor, 

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai 
politik perkegiatan sebesar Rp , yang telah diperiksa Badan 
Pemeriksa Keuangan pada tanggal.. .. Bulan tahun ... sebagai berikut : 

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN 
KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATpAN 

TAHUN ANGGARAN . 

E. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN 
PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN 
KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN 



antara lain 
berupa: 
Furniture, 
computer, 
mesm 
fotokopi 

f. Sewa kantor 
g. Honor 

tenaga 
administrasi 
secretariat 
partai politik 
yang 
berkompeten 
di bidang 
pengelolaan 
keuangan; 
dan 

h. Dukungan 
operasional 
secretariat 
Partai Politik 
lainnya 
sesuai 
dengan 
tugas dan 
fungsi 
kesekretaria 
ntan partai 
politik. 

2. Langganan Daya 
dan Jasa 
a. Telepon dan 

listrik; 
b. Air minum 

secretariat; 
c. Jasa pos dan 

giro; 
d. Surat 

menyurat; 
a tau 

e. Media cetak 
dan 
elektronik 

3. Pemeliharaan 
data dan arsip 
a. Penyimpanan 

Data 
Elektronik; 
dan 

b. Penyimpanan 
Data Manual. 

4. Pemiliharaan 
Peralatan Kantor 
a. Penyimpanan 

Data 
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WALIKOTA TANJUNGBALAI 

( ) ( ) 

BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA 
Mengetahui: 

KETUA UMUM/ KETUA, 

Elektronik; 
dan 

b. Penyimapana 
n Data 
Manual. 

c SAL DO Rp. 
............................ 


